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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tantangan penyelenggaraan Pemilu 

dan Pilkada tahun 2024 pada Tiga Provinsi DOB di Tanah Papua yakni: Papua Tengah, 

Papua Selatan, Papua Pegunungan. Setalah disahkan pada 30 Juni 2022, di dalam UU 

Pembentukan tiga Provinsi baru ini juga memuat tentang Ketentuan keterlibatan dalam 

pemilu dan pilkada serentak nasional. juga adanya wacana dari pemerintah pusat untuk 

mengikutsertakan tiga DOB Papua ke dalam pemilu 2024. Dengan adanya permasalahan 

tersebut, menarik untuk dikaji dalam penelitian ini tentang bagaimana kesiapan pemerintah 

secara administrasi, anggaran dan efektiviitas waktu dalam melaksanakan pemilu dan 

pilkada di Tanah Papua Tahun 2024? Kemudian apa saja Tantangan yang akan dihadapi 

ketika Peyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di DOB Tanah Papua. Dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh melalui 

dokumen berupa (Skripsi, Jurnal, UU dan lain-lalin) Hasil dari penelitian ini menemukan 

bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mempersiapan 

penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak nasional tahun 2024 pada tiga DOB di tanah 

Papua akan mengahadapi tantangan-tantangan, di tinjau dari permasalahan administrasi, 

kemampuan SDM dapat memenuhi kriteria penyelengara untuk siap melaksanakan Pemilu 

dan Pilkada, juga belum adanya pembentukan wilayah-wilayah Dapil, belum adanya 

badan-badan tekait dengan Pemilu dan Pilkada Seperti Bawaslu dan KPU di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten. Jikalau dilihat dari sudut pandang administrasi perlu adanya 

Perpu atau Perubahan dalam UU untuk mendorong DOB Masuk dalam Pemilu dan Pilkada 

2024, selain itu akan memakan waktu yang cukup lama bila ingin pembentukan badan-

badan terkait, lalu kesiapan SDM. Semua akan memakan waktu yang cukup lama untuk 

dapat ikut dalam pemilu dan pilkada serentak nasional.  

Kata Kunci: Pemilu dan Pilkada, Daerah Otonomi Baru, Pemerintah 

 

A. Pendahuluan 

Pemerintah Indonesia saat ini dalam upaya memperbaiki kembali keadaan Indonesia 

Pasca pademi Covid-19 yang melanda wilayah Indonesia. Ditengah kesibukan tersebut 

Pemerintah juga diperhadapkan dengan tanggung jawab dalam mempersiapakn Pemilihan 
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umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan 

untuk pertama kali dalam tahun yang sama di 2024. Berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) 

Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran. Presiden menyampaikan pemilu akan 

dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan 27 november 2024 

(kominfo.go.id, 2022). Ketua komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasiyim Asy’ari 

mengatakan pada dasarnya pemilu bertujuan untuk menentukan pemerintahan di pusat 

maupun daerah. Melalui pemilu jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Begitu 

juga dengan jabatan pada tingkat kepala daerah serta anggota DPRD (Kompas.com, 2022).  

Terkait dengan pemilu berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah, DPR RI dan 

peneyelengara pemilu (KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI) hal ini ditegaskan menetapkan 

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraa Pemilihan Umum yang dituangkan di dalam Peraturan 

KPU nomor 3 tahun 2022 ditetapkan pada 09 Juni 2022 (komisi Pemilihan Umum, 2022). 

Selain itu dalam hal anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 telah disepakati oleh KPU 

Bersama Ketua DPR RI senilai Rp 76,6 triliun. (DPR RI, 2022). Ditengah situasi persiapan 

menjelang pemilu dan pilkada 2024, pada tanggal 30 Juni tahun 2022 berdasarkan hasil 

Rapat Paripurna ke-16 Tahun Sidang 2021-2022. Telah mengesahkan Rancangan Undang-

Undang (RUU) terkait pembentuakn tiga provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) 

di Papua (nasional tempo, 2022), (lihat gambar 1).  

Dari gambar diatas dapat diketahui, pemekaran tiga Provinsi DOB Papua yakni, 

Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dengan 

adanya tambahan provinsi baru tersebut, Pulau Papua Kini terdiri dari lima (5) Provinsi dan 

membuat jumlah provinsi di Indonesia juga bertambah menjadi 37 Provinsi. Pemekaran tiga 

Provinsi baru ini dapat terlaksana karena adanya penerapan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada pasal 76 ayat (2) di dalamnya terdapat 

perubahan yang memungkinkan  “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat 

melakukan pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk 

mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan 

masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang Asli Papua (OAP). (kkpod, 2022).  
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Gambar 1. Info Grafis 3 Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran Papua 

  

Sumber: (iNews.id, 2022) 

Setelah disahkannya tiga DOB Provinsi baru di tanah Papua kemungkinan dari 

pemerintah untuk mengikut sertakan tiga Provinsi DOB ini kedalam pelaksanaan pemilu dan 

pilkada tahun 2024, situasi ini kemudian memberikan dampak terhadap pesiapan pemilu 

2024. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan dampak dari adanya Penambahan DOB 

dalam pemilu 2024 akan terlihat pada pengisian jabatan gubernur, alokasi kursi dan penataan 

daerah pemilihan (Dapil) untuk DPR, DPRP sehingga dibutuhkan revisi UU pemilu yang 

telah disahkan (VoI. Indonesia, 2022). selain itu dampak lain yang terlihat pada rekrutmen 

penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (BAWASLU RI, 2022). 

Adapun juga kemudian dampak lain yang terlihat dari kesiapan kapasitas daerah didasari 

atas geografi, demografi, keamanan; sosial politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, 

keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat 

pembentukan tiga Provinsi DOB ini, tidak berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daeah yang di dalamnya mengatur mengenai pembentukan daerah 

persiapan provinsi selama tiga tahun (kppod.org, 2022). 

 

B. Metodologi Penelitian  

Sehubungan dengan identifikasi masalah diatas maka penulis perlu membatasi 

permasalahan yang akan dikaji agar tidak melebar, penulis dalam memakai jangka waktu 

peniltian berdasarkan keputusan pemerintah tentang pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. 

Sehingga fokus penulisan mengarah pada bagaimana kesiapan pemerintah secara 
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administrasi, anggaran dan efektiviitas waktu dalam melaksanakan pemilu dan pilkada di 

Tanah Papua Tahun 2024. Kemudian apa saja Tantangan yang akan dihadapi ketika 

Peyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di DOB Tanah Papua.  

Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan mengggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif yaitu, penelitian yang berpusat pada sifat kondisi obyek yang alamiah dengan 

peneliti adalah instrument kunci dalam dalam penelitian dalam melihat keseluruhan situasi 

sosial (Sugiyono, 2013:  207). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan metode pengumpulan data sekunder. Dimana penulis akan mengumpulkan 

berkas-berkas, tulisan, berita, buku, jurnal yang berhubungan dengan Tantangan Pemilu dan 

Pilkada 2024 pada DOB Papua.  

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Provinsi 

Papua Pegunungan 

Tanah Papua kini terdiri dari lima (5) Provinsi Yakni, Provinsi Papua, Provinsi Barat, 

Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan 

adanya tambahan tiga provinsi baru di tanah papua menurut anggota DPR RI daerah Pilihan 

(Dapil) Papua Mesakh mirin menyatakan “penambahan DOB baru Papua membuka harapan 

dalam akses pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Papua” 

(dpr.go.id, 2022). Pemekaran tiga provinsi baru ini berdasarkan pengesahan UU Nomor 14 

Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 

Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 Tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.  

Dengan Pembagian wilayah kabupaten dari masing-masing provinsi meliputi, Provinsi 

Papua Selatan terdiri dari empat Kabupaten diantaranya, Kabupaten Merauke, Kabupaten 

Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Provinsi Papua Tengah terdiri dari, 

delapan (8) Kabupaten yakni: Kabupten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Pucak, Kabupaten Dogiyai, kabupaten Intan Jaya, dan 

Kabupaten Deiyai. Untuk Provinsi Papua Pegunungan juga terdiri dari delapan (8) 

kabupaten yakni, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 

Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, 

Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.  
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Tiga Provinsi DOB Papua dimekarkan dengan tidak mengacu pada peraturan 

pembentukan wilayah pemerintahan baru berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Pemekaran DOB Papua Dimungkinkan oleh adanya UU Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sehingga dalam pembentukan tiga 

DOB ini tidak perlu memenuhi sejumlah persayaratan yang ada diatur mengenai 

pembentukan daerah baru. Persyaratan yang dimaksud, pembentukan daerah persiapan 

selama tiga tahun, cakupan wilayah paling sedikit lima kabupaten/kota. Direktur Eksekutif 

Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman 

mengatakan, “persyaratan untuk pemekaran yang diatur dalam UU Pemda dibuat untuk 

memastikan DOB bisa berhasil. Pembentukan tiga DOB di Papua yang tidak menggunakan 

berbagai syarat sesuai UU Pemda pun menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam 

kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah” (kppod.org, 2022).  

 

2. Tahapan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 

Berdasarkan (PKPU) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaran Pemilihan Umum, telah ditetapkan tahapan 

proses pemilu dan sejak 14 Juni 2022 telah berjalan, tahapan pemilu sebagai berikut:  

(1) Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022. 

(2) Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022. 

(3) Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 

(4) Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada 24 April 

2023-25 November 2023. 

(5) Pencalonan presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 

November 2023.  

(6) Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024,  

(7) Pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024.  

Sehingga terkait untuk persiapan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di Papua, 

juga di sesuaikan dengan tahapan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Dalam hal regulasi atau 

penerapan hukum pada pelaksanaa pemilu dan pilkada 2024, masih menggunakan aturan 

yang sama seperti pemilu serentak Tahun 2019. Regulasi menggunakan UU No. 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum dan juga UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota.UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga 

https://www.tempo.co/tag/pemilu-2024
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UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Bawaslu RI, 

2022). 

  

3. Dampak Tiga DOB Papua Terhadap Persiapan Pemilu  

Adapun beberapa dampak yang dapat terjadi dari adanya DOB Papau terhadap 

persiapan menjelang pemilu. Terbagi dalam 3 (tiga) kemungkinan: 

(1) Kemungkinan pertam, terkait aturan atau payung hukum yang mengatur kehadiran DOB 

Papua ke dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Di dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum dan UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. 

Kemudian kedua payung hukum ini belum mengakomodasikan Tiga Provinsi DOB 

Papua kedalam Pemilu dan Pilkada 2024. Payung hukum ini kemudian peneliti 

mengambil dari sumber (Mahkama konstitusi republik Indonesia.id) 

Selain itu menurut Saan Muftofa Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menyatakan 

bahwa DOB Papua akan berpengaruh pada daerah pilihan (dapil) dan jumlah alokasi 

kursi yang ada di Parlemen. (RR.COM, 2022). Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) adalah Provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan DPR 

paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi sesuai dengan 

ketentuan UU Pemilu pasal 187 ayat 1 & 2. Dengan jumlah kursi anggota DPR RI di 

tetapkan berdasarkan pasal 186, sebanyak 575. Kemudian untuk Dapil pemilihan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI adalah provinsi, dan jumlah kursi anggota 

ditetapkan 4 (empat) berdasarkan pasal 196 & 197 UU Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan 

pengaturan dapil ini kemudian peneliti mengambil dari pemaparan komisioner KPU 

Idam kholik dalam webinar bawaslu papua pada 18 Juni 2022 (Bawaslu Papua, 2022).  

(2) Kemungkinan kedua, dampak DOB Papua terhadap tugas dan kewajiban KPU dan 

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada 2024. Dampak terlihat dari tugas 

KPU Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (5) dan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni, penyusunan dan penetapan Dapil untuk 

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dengan berkonsultasi kepada DPR. Sehingga KPU perlu melakukan pemetaan 

ulang terkait wilayah Dapil dalam Pemilu 2024, bila DOB Papua tetap di Ikut sertakan 
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dalam pemilu dan pilakada serentak tahun 2024. Dampak lain yang ditimbulkan perlu 

disiapkan KPU dan Bawaslu pada tiga DOB Papua tersebut untuk melaksanakan tugas 

sebagai penyelenggara pemilu 2024. (bawaslu.go.id, 2022).  

(3) Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 telah ditetap oleh KPU dan DPR RI, sebesar Rp. 

76,6 Triliun. Kemudian secara komposisi anggaran KPU akan terbagi kedalam dua 

tahapan penggunaan anggaran. Pertama, sebesar 63 Trliun akan digunakan untuk 

tahapan persiapan pemilu dan pilkada. Sementara untuk Rp. 13.2 triliun akan digunakan 

untuk pembangunan atau mernovasi gedung kantor serta Gudang di 549 satuan kerja 

(satker), Kemungkinan dari total penggaran ini akan mengalami perubahan sebab 

pengesahan DOB setalah ditentukanya anngaran pemilu dan pilkada 2024. Pada 15 

Maret 2022. Berdasarkan (katadata.co.id, 2022). Sementara itu menurut Menteri 

keungan Sri Mulyani menyatakakn “untuk tiga provinsi DOB Papua aka ada pasal 

khusus yang mengatur agar ketiga provinsi ini anggaran pemilu bertambah. Sebab, 

pemerintah Pusat menilai APBD Papua tidak mencukupi untuk dibagi ke tiga Provinsi 

baru ini (CNN ID.COM, 2022)  

 

4. Tantangan Peyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Tiga DOB Papua 

Sesuai dengan pemaparan dampak DOB Papua terhadap persiapan pemilu dan pilkada 

2024 diatas, maka melalui hal tersebut dapat diprediksi kemungkinan tantangan yang akan 

dihadapi oleh DOB Papua dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Kemungkinan yang 

akan dihadapi diantaranya: 

(1) Tantangan bagi Pemerintah 

Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi pemerintah pada saat pelaksnaan 

pemilu pada 14 Februari, adalah teknis pemilihan yang akan diterapkan di tiga Provinsi 

DOB ini seperti apa, mengingat untuk beberapa daerah atau kabupaten/kota di wilayah 

Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan masih menggunakan sistem 

pemilihan Noken dalam  Dan dalam waktu terbatas berdasarkan ketentuan putusan 

Nomor 31/PUU-XII/2014 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa 

berdasarkan sumber (peraturan.go.id, 2022). Sehingga dalam pelaksanaanya nnti aka 

nada dua lisme regulasi yang mengatur akan pemilu dan pilkada 2024 pada DOB Papua.  

(2) Tantangan bagi KPU dan BAWASLU  

Perubahan sistem pemilu dan pilkada dari pemilu bertahap ke pemilu dan pilkada 

serentak membuat ada kosenkuensi teknis yang akan dihadapi KPU dan Bawaslu RI 



SENASPOLHI 4 FISIP UNWAHAS 2022 | 152 

 

 
 

 

 

maupun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Masalah tenis untuk tiga provinsi 

Papua, terlihat pada kesulitan akses jaringan teknologi di Papua dapat memberikan 

dampak terhadap pelaporan rekaputalisi hasil akhir pemilu dan pilkada, pendistribusian 

logistik pemilu dan pilkada karena letak geografis. Masalah rekrutmen SDM ad Hoc 

dan kapasitas SDM ad Hoc dalam melaksanakan persiapan, pelaksanaan pemungutan 

dan perhitunagn suara (Bawaslu RI, 2022).   

Untuk rekrutmen SDM ad HOC, dipengaruhi dari Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) tiga provinsi baru ini. Provinsi Papua Selatan di kabupaten Asmat rata-rata 

banyak penduduk dewasa buta hurus atau tidak tamat SD. Provinsi Papua Tengah 

beberapa kabupaten seperti, Kabupaten Intan Jaya, Pucak, Nabire, dan Deiyai rata-rata 

orang dewas yang buta huruf dan tidak tamat SD juga tinggi. Provinsi Papua 

Pegunungan, untuk rata-rata orang dewasa buta huruf dan tidak lulus SD di beberapa 

kabupaten, Mamberamo tengah, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Pegungungan 

Bintang sama seperti kabupaten lain di dua provinsi baru (Agus Sumule, 2022: 6&7). 

Sehingga kemungkinan tantangan yang ditemui KPU karena kurangnya SDM ad pada 

tiga DOB Papua, nantinya akan mempenagaruhi kinerja dalam pelaksanaan Pemilu dan 

Pilkada.  

(3) Tantangan Bagi Pemilih/Masyarakat Pada DOB 

Tantangan bagi pemilih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam bilik suara 

untuk menentukan pilihan. Mengingat dalam pemilu 2024 surat suara yang akan 

digunakan masing-masing individu akan ada 5 (lima) surat suara, dalam menentukan 

pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota 

DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/kota (R.Soliha, 2021). Tantanganlain, 

pada tiga provinsi baru menurut anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Toni Wanggai 

yang akan dijumpai dalam pemilu dan pilkada 2024 adalah kesulitan masyarakat untuk 

terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) karena belum memiliki e-KTP. Berdasarkan 

data Bawaslu Provinsi Papua, Kepemilikam e-KTP pada Provinsi Papua, Provinsi Papua 

Pegunungan, Provinsi Papua selatan, Provinsi Papua Tengah, dari total keseluruhan 

hanya 10% yang memiliki E-KTP. Dan berada pada Provinsi paling rendah dari Total 

keseluruhan empat Provinsi yang paling rendah kepemiliki E-KTP berada di Provinsi 

Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegungungan. Rendahnya kepemilikan karena 

dipengaruhi, faktor geografi yang sulit dijangkau, penyebaran masyarakat yang terlalu 

luas dan rendahnya penguasaan teknologi desa (antara news.com 2022).  
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(4) Tantangan Keamanan: 

Mengingat berdasarkan buku indeks kerawanan pemilu (IKP) tahun 2019, yang 

dikeluarkan oleh Bawaslu RI beberapa daerah pada provinsi Papua dan Papua barat 

dalam hal kerawanan pemilu termasuk dalam rentan skor penilaian tinggi dan sedang 

(IKP, 2019 :238).  Kemungkinan karena kehadiran DOB Papua itu sendiri, karena 

adanya berbabgai penolakan yang sebelumnya dilakukan oleh beberapa kelompok 

maupun sebagai masyarakat Papua. berdasarkan laporan BBC.COM 17 Maret 2022, 

tentang Gelombang penolakan wacana pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) di 

Papua diprediksi semakin besar dan berpotensi menciptakan konflik horizontal jika 

pemerintah pusat secara sepihak memaksa wacana tersebut, kata aktivis kemanusiaan. 

(bb.com, 2022) Sementara itu berdasarkan pemberitaan oleh suarapapua.com tentang 

“Penolakan DOB” Pada 10 Mei 2020. (suarapapua.com, 2020). Berdasarkan situasi-

situasi tersebut kemungkinan yang akan terjadi nanti pada saat pemilu 2024, akan 

konflik antara masyarakat dengan pemrintah, masyarakat dengan masyarak. Sehingga 

untuk keamanan Pemilu dan Pilkada 2024 akan sedikit terganggu dari aktivitas-aktivitas 

tersebut.  

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan pengambaran tentang kemungkinan dampak dan tantangan yang akan 

dihadapi oleh Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawasalu) pada 

tingkat nasional, maupun daerah apabila tiga DOB Papua tetap di ikut sertakan ke dalam 

Pemilu dan Pilkada 2024. Maka dibutuhkan tindakan kongkrit dari pemerintah, DPR, KPU, 

Bawaslu dan Lembaga-lembaga terkait lainya, untuk mengambil langka dalam pengambilan 

keputusan yang sejatinya berangkat dari dasar pemikiran konsep Desicion Making atau 

pengambilan keputusan. Bawha pemerintah, DPR RI dan penyelenggara pemilu, sebagai 

pemegang kedudukan atau yang memiliki wewenang dalam mengatur jalanya pemilu dan 

pilkada 2024. Oleh sebab itu dari adanya situasi, fakta-fakta serta masalah-masalah yang 

disampaikan diatas, kemudian akan memberikan perbandingan kepada pemerintah untuk 

membuat alternatif pilihan. Sehingga nantinya keputusan terakhir yang nnti dilakukan oleh 

pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu akan terlihat. kemungkinan melakukan revisi 

UU No 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016 atau mengeluarkan Perppu. Selain itu dalam 

hal anggaran juga pasti akan berubah dan ditengah situasi seperti ini maka perlu pengambilan 

keputusan yang tepat oleh pemerintah, DPR dan Juga KPU dan Bawaslu. 
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